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BUPATI NGANJUK 
PROVINSI JAWA TIMUR III.

PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR 30 TAHUN 2022 

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 37 TAHUN 2019 

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA 
UNTUK PENGADAAN MOBIL SIAGA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
1-1 til

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bantnan 
keuangan khusus kepada Desa untuk pengadaan mobil siaga desa, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 37 Tahun 2019 tentang Bantuan 
Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk Pengadaan Mobil Siaga 
Desa;
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Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat 11 Suraba3Aa dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambaihan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembarsin Negara Republik 
Indonesia 6801);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
PerubaJian Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaan Negaa Republik 
Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa;
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14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Desa (Lembeiran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 
2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peratuan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Aset Desa;

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa;

20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NGANJUK NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG BANTU AN 
KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA UNTUK PENGADAAN MOBIL 
SIAGA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 37 
Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa 
Untuk Pengadaan Mobil Siaga Desa diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Ketentuan mengenai spesifikasi dan identitas mobil siaga desa 
diatur dalam petunjuk teknis.

(2) Tata cara pengadaan mobil siaga desa dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

(3) Pengadaein mobil siaga desa dilaksanakan pada tahun 
berkenaan.

(4) Dalam hal terdapat sisa dana pengadaan mobil siaga desa, sisa 
dana disetor kembali ke rekening kas daerah paling lambat 31 
Desember tahun berkenaan.

(5) Dalam hal pengadaan mobil siaga desa tidak dapat 
dilaksanakan, maka bantuan keuangan khusus pengadaan 
mobil siaga desa disetor kembali ke rekening kas daerah paling 
lambat 31 Desember tahun berkenaan.
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Pasal II I;
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Nganjuk.
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Ditetapkan di Nganjuk 
pada tanggal 28 Oktober 2022
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MARHAEN DJUMADI lit,.
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IDiundangkan di Nganjuk 

pada tanggal 28 Oktober 2022
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Drs. MOKHAMAD YASIN. M.Si
Pembina Utama Madya 
NIP. 19661005 198703 1 010
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BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 30 H
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Salin^ sesuai dengan aslinya
KEMj^AGIAN hukum
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